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KEPALA DEBA DUKUHMOJO
KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DESA DUKUHMO.JO
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISAS] DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA
KEPALA DESA DUKUHMOJO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan

imb ;

e Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tnh1_m 'l]ﬂlEn tentang
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah
Desa, perlu menctapkan Peraturan Desa tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

gingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3495},

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanasn Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tabun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S7T1Ty;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data
Profil Desa |/ Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);
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7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentinn Hepala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomar 4},
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

tentang
|{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomaor 5);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B4 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
6l

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016

tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi

Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang

Tahun 2016 Nomar 1,/D;

peraluran Dacrah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nemor 2/Dj;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomer 3 Tahun 2016
tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah HKabupaten
Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D};

13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang
usunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 nomor 57 /D)

11.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHMOJO
dan
KEPALA DESA DUKUHMOJO,

*

MEMUTUSKAN:
tapkan : PERATURAN DESA TENTARG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Demaadamhl}mﬂulnﬂlmﬂjn-

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang

mempunyai  WEWENANE, tugas dan kewajiban untuk

mm;,relmggarakun rumah tangga Diesanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

(=]
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diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung
lugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayahan.

5. Stafl Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan
Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat
dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan
Kepala Desa.

6. Dusun adalah bagan wilayah dalam Desa dengan batas-
batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja
pelaksanaan pemerintahan Desa.

7 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut
BPD adalah BPD. Dukuhmaojo.

BAB I1
ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2
(1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
a. Kepala Desa;
b. Perangkat Desa
{2) Perangkat Desa scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
atas :
a. Sekretans Desa;
b. Pelaksana Teknis; dan
c. Pelaksana Kewilayahan.
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf a dibanta oleh:
a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
b. Kepala Urusan Keuangan; dan
¢. Kepala Urusan Perencanaan.
(2} Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2] huruf b, terdiri dari:
a. Kepala Seksi Pemerintahan,
b. Kepala Seksi Kesejahteraan
¢. Kepala Seksi Pelayanan.
{3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat [2) huruf ¢, terdiri dari:
a. HKepala Dusun Kemodo Selatan;
b. Kepala Dusun Kemodo Utara;
¢. Kepala Dusun Wonoayu,
d. Kepala dusun Dukuhsanan.
¢. Kepala dusun Mojolegi
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BAB 11
KEDUDUKAN
Pasal 4
1 Pemerintah
(1) Kepala Desa berkedudukan scbaga Kepela !
Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan
- bagai Perangkat
Sekretaris Desa berkedudukan se unsur
o Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretarint

Di=aa

i bantu
{3) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pem
Kepala Desa schagai satuan fugas h:mln]-ahan
(4) Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis,

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
intahan
(1} Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerint
Desa, melaksanakan  pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakal.
(2) Untuk melaksanakan tugas m:haga::mnn dnnﬂjmud pada
ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagal
berikut:
a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata

lindungan masyarakat, administrasi
E:;:nduduk.ﬂn. dan penataan dan pengelolaan
wilayah. | .y
akan pembangunan, seperti pembangu
5 Taj-!:n}fanprawgnta perdesaan, dan pembangunan
bidang pendidikan, kesehatan.
¢. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan
hak dan kewajiban masyarakat, partsipasi
masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan,
dan ketenagakerjaan.
berda arakat, seperti tugas sosialisasi
A RO e asi masyarakat di bidang budeys,
ckonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan
keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga
masyarakat dan lembaga lainnya
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Pasal 6

(1) Sckretaris Desa bertugas membaniu Kepala Desa dalam
bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala
Urusarn.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata
naskah, administrasi surat menyural, arsip, dan
ckspedisi.

b. melaksanakan urusan umum Seperti penataan
administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana
perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian  aset, inventarisasi, perjalanan
dinas, dan pelayanan umum.

¢. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan
administrasi keuangan, administrasi sumber-
sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi
administrasi keuangan, dan admnistrasi
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan
lembaga pemerintahan desa lainnya.

d. melaksanakan urusan  perencanaan  seperti
Menyusun rencana anggaran pendapatan  dan
belanja desa, menginventarisir data-data dalam
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan
evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal T

{1} Kepala urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat [1) berkedudukan sebagai unsur staf secretariat..

(2) kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan
pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan.

(3] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2], kepala urusan mempunyai fungsi :

a. Kepala urusan tata usaha dan umum memilild fungsi
seperti melaksanakan urusan kelatausahaan, seperti
tata naskah, administrasi surat menyural, arsip dan
ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa,
penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
penyiapan  rapat,  pengadministrasian  asset,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

h. Kepala wrusan keuangan memilild fungsi seperti
melaksanakan urusan Keuangan scperii pengurusan
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi

, dan administrasi penghasilan kepala desa,
perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa
lainnya.
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¢. Kepala urusan perencanaan memiliki  fungsi
mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti

MENYUSUn rencana anggaran pendapatan dan belanja
desa, menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan manitoring dan evaluasi
program, serta penyusunan laporan.

d. Kepala urusan umum dan perencanaan memiliki
fungsi scperti melaksanakan urusan ketatausahaan,
Seperti tata naskah, administrasi surat menyurat,
arsip dan ekspedisi dan penataan administrasi
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa
dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian
asel, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan
umum serta memiliki fungsi mengkoordinasikan
urusan perencanaan, Seperti menyusun rencana
anggaran  pendapatan  dan belanja  desa,
menginventarisir data-data dalam rangks
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi
program, seria penyusunan laporan.

Pasal 8
(1] Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagali
pelaksana tugas operasional.
(2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai
fungsi:

a. Kepala scksi pemerintahan mempunyai fungsi
melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan,
menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan
masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan
ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, kependudukan,  penataan dan
pengelolaan  wilayah, serta pendataan  dan
pengelolaan Profil Desa.

b. Kepala seksi kescjahteraan mempunyai fungsi
melaksanakan pembangunan sarana prasarana
perdesaan, pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan, dan tugas sosialisasi seria motivasi
masyarakat di bidang budays, ekonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda,
olahraga, dan karang taruna.

¢. Kepala scksi  pelayanan memiliki  fungsi
melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap
pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
meningkatkan  upaya partisipasi  masyarakat,
pelestarian  nilai sosial budaya —masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pazal 9

1] E:pqh[h;mhcmmamﬂntunmxtpahnmdmm
mpadiwihyﬂm

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:

pembinaan keten traman dan ketertiban,

pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,

mobilitas  kependudukan, dan penatasn dan

pengelolaan wilayah,

b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di

wilayahnya.

melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam

meningkatkan kemampuan dan kesadaran

masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat
dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.

BABV
TATA EERJA
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bcﬂnnm'l.u‘lg:iaﬂ'nh
memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bag

pelaksanaan tugas bawahan,

Pasal 11

Hagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat {1}, sebagaimana wrlc-.nntum
pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.
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Dyundangkan & Dukuhmoyo

pd.mﬂﬂhm.i'ﬂlr
SEKRETARIS DESA DUKUHMOJO

KHALIMAH AL AZIS, A.Md.
NIP : 19770401 201001 2001

LEMBARAN DESA DUKUHMOJO TAHUN 2017 NOMOR 1/D
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